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Bahwn Undong-undang Womor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinst Papua membenkan kewenangan kepada
Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelengrarakan Pendidikan
pada semua Jalur, Jenjang dan Jenis di Provinsi Papua.

Bahwn menyelengpgarakan Pendidikan di Provinsi Papun sebagai
Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan
kekhususan sebagsi mana di omonatkan oleh Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a dan b Pemerintah dengan
pola Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Bahwno program tersebut pada poin d, dipandang perlun membuka
Sekolah Menengah Pertama yang baru yang dapat disesuaikan
dengan kondisi daerah, letak geografis, sesuai hasil ferivikasi.
Bahwa untuk membuka sekolah Menengah Atas yang dimaksud
pada poin d diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Dhnas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembar Negara No. 135 Tambahan Lembaran
Megara 4151).

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 25 Talhun 2000 tentong Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemenniah Provinsi sebagai Daerah
Otonomi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Kepmendiknas No. 060/1 2000 tentang Pedoman Pendimian Sekolah,
Kepmendiknas No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan
Mastonal.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas
No. 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan dan Pelaksanaan
Mo, 23,24,

Hasil ferivikasi subdin terkait, bahwa Distrik Paniai Timur yang perlu
dikembangkan 2 Sekolah Menengah Pertama Baru.



MEMUTUSKAN

Menetapkan -

Pertama T Bahwa sesua dengan hasil fervikas: Kabed terkoit, maka dipandang perlu
di berikun 1jin Cperasional Pendirian Sckoloh Menengah Pertuma dengan
Mama Sekolah terlanpr di Kobupaten Panion,

Kedua ; Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama
vang ada di lampiran.

Ketigs ¥ Keputusan i berlaku pada tangzal ditetsplkon dan spabily dikemudian
hart ternyata terdapat kekelinoan dalam keputusan ini akan diperbaik
sehagmuimana perhunya

Ditetapkan i : Enarotalt
Pada tongenl 11 Jumi 202 1

Kepala Dinas Pendidilkan

SALINAN Keputusan wn disampaiken kepada :

e

Menten Pendidikan dan Kebudnyaan di Jokarin,

Dirckiur Jendral Manmemen Dikdasmen i Jakarta,

Mentn Keuangan di Jakarin,

Kepala Dimas Pendidikan, Pemuda den Olahraga Provinsi Papoa di Jayapura,
Ciubernur Provina: Papua di Javapur.

Ketus DPRD Provinst Papus di Jayapura;

Bupah Kabupaten Pane di Enarotals

Ketua DPRD Kabupaten Panun di Ensromle



: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Lamipiran
Nomor 1421 2101/PDP2021
Tanggal ¢ 1 Juni 2021
Mo MNama Sekolah Barn Status Kampung Distrik ket
l. | SMP YAPIS AL-UTIHAAD MADI | Swasta | Uwibutu Paniai Timur
2. | SMP YPPGI KEPAS KOPO Swasta Kopo Paniai Tmur
Dritetapkan d : Enarotali
Paada tungpal : | Jums 202 1

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Panigi
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